
WALi KOTA SERANG 

PROVINSI BANTEN 
PERATURAN WALi KOTA SERANG 

NOMOR 16  TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

WALi KOTA SERANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi 

Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir 

pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; 

b. bahwa bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir 

Tahun 2023, menyusun dokumen perencanaan 

pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 

yang selanjutnya disebut sebagai rencana 

pembangunan daerah kabupaten/kota Tahun 2024­ 

2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

c .  bahwa dokumen perencanaan pembangunan menengah 

daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh 

penjabat kepala daerah sebagai pedoman untuk 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 

d .  bahwa berdasarkan pertim bangan se bagaimana 

Mengingat 

dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c , perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) ;  

2 .  Undang-Undang . . . . .  
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2 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 4421 ) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2007 tentang 

Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005-2025 (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4 700); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nornor 98, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4748); 

5 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nornor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 6856) ;  

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 5  tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang­ 

Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547) ;  

7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ) ;  

8 .  Peraturan . . . . .  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 8  tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018  Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9  ten tang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2 0 1 9  ten tang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019  Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2021  tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 3 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633) ;  

1 2 .  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10 ) ;  

13 .  Peraturan Presiden Nomor 1 1 1  Tahun 2022 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 180) ;  

14 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20 17  

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  

Nomor 1 3 1 2 ) ;  

15 .  Peraturan .. .. .  
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15 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019  

tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 902) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 4 1  Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2019  ten tang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6 1 6 ) ;  

1 6 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019  

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 1 1 1 4 ) ;  

17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2 0 1 9  

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 

1447) ;  

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13  Tahun 2 0 1 9  tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;  

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781 ) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 14 19 ) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021  tentang 

Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor 1570) ;  

22 .  Peraturan . . . . .  
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22.  Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Ban ten Tahun 2 0 1 0  Namor 1 ,  Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Banten Namor 26) ;  

23 .  Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2022 Nomor 3 ) ;  

24. Peraturan Daerah Kata Serang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kata Serang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Serang Tahun 2009 Nomor 2) ;  

25.  Peraturan Daerah Kata Serang Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 

Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kata Serang 

Tahun 2020 Nomor 8) ;  

1 .  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 

Tahun 2021  tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah; 

2 .  Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

ten tang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pem bangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa 

Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan 

Daerah Otonom Baru; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SERANO TAHUN 

2024-2026.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kata ini, yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kata Serang. 

2.  Pemerin tahan . . . . .  
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2 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

3 .  Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Serang. 

5.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6 .  Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

9.  Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 

rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah, yang mengacu pada 

RTRW nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang 

kawasan strategis nasional, RTRW provinsi, dan rencana tata ruang 

kawasan strategis provinsi. 

10.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 

untuk periode 5 (lima) tahunan. 

1 1.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun. 

12 .  Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPO adalah 

dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah tahun 

2024-2026. 

1 3 .  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Rencana . . . . .  
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14 .  Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

15 .  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Pcrangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal2 
( 1 )  Pemerintah Daerah menetapkan RPD Kota Serang Tahun 2024-2026.  
(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  berlaku untuk periode 3 (tiga) 

tahun. 

Pasal3 

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  terdiri atas: 

a. pcnyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam 

RPJMN Tahun 2020-2024; 

b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Serang Tahun 
2008-2025; 

c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah RPJMD Kota Serang Tahun 
20 18 -2023 ;  

d .  RPJMD provinsi atau RPD provinsi; 
e .  isu-isu strategis yang berkembang; 

f. kebijakan nasional; 

g. regulasi yang berlaku; dan 
h .  saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan 

Daerah . 

BAB III 

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal4 

Sistematika RPD Kota Serang Tahun 2024-2026,  terdiri atas: 

a .  BAB I Pendahuluan; 

b. BAB II Gambaran Umum; 

C. BAB III Gambaran Keuangan Daerah; 

d .  BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis; 

e .  BABV Tujuan dan Sasaran; 

f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas; 

g. BAB .. .. .  
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g. BAB VII 

h. BAB VIII 

1. BAB IX 

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 

Daerah; 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 

Penutup. 

Pasal 5 

RPD Kata Serang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

BAB IV 

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 6 

RPD Kota Serang Tahun 2024-2026 menjadi pedoman untuk penyusunan: 

a. Renstra Perangkat Daerah; dan 

b. RKPD. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, RPD Tahun 2024-2026 

menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Tahun 2024-2026. 

Pasal8 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Serang. 

Ditetapkan di Serang 

pada tanggal 3 1  Maret 2023 

WALI KOTA SERANG, 

Diundangkan di Serang pada tanggal 3 1  Maret 2023 SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, 
�-�-��---N-��A�=���-E_F_U_D-IN--z- 

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NO MOR 293 


